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MATRIX 

 

“PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN UNTUK TES Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) PADA ANAK HOMOSEKSUAL DALAM 

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” 

 

V.a.r.i.a.b.e.l. 

1. Anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia 

a. Definisi Hak Asasi Manusia 

b. Definisi anak 

c. Hak anak 

d. Hak anak atas kesehatan  

2. Persetujuan Tindakan Kedokteran 

a. Definisi pelayanan kesehatan 

b. Definisi tindakan kedokteran 

c. Hubungan Terapeutik (dokter dengan pasien) 

3. Persetujuan tindakan kedokteran untuk Tes HIV 

a. Definisi HIV dan Tes HIV 

b. Pengelompokan Tes HIV 

c. Informed Consent dalam Tes HIV 

d. Tes HIV dalam perspektif, Hak Asasi Manusia 

e. Pra dan Post konseling dalam Tes HIV 

4.  Homoseksualitas 

a. Definisi Homoseksual 

b. SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, Sex 

Characteristic) 

c. Perilaku Laki-laki Seks Laki-laki 

5. Tes HIV pada anak Homoseksual 

a. Hak anak dalam Tes HIV 

b. Prosedur Tes HIV pada anak dan anak homoseksual 

c. Tes HIV pada anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia 
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TOPIK 
SUB 

TOPIK 

PERATUR

AN/TEORI 

NARASUMBE

R/INFORMAN 

PERTANY

AAN 

ANA

LISI

S 
1. ANAK 

DALA

M 

PERSP

EKTIF 

HAK 

ASASI 

MANU

SIA 

a. Defini

si 

Hak 

Asasi 

Manu

sia 

1. DUHAM 

1948 Pasal 

2: 

Setiap orang 

berhak atas 

semua hak dan 
kebebasan 

tanpa 

pembedaan 

apapun, seperti 
ras, warna kulit, 

jenis kelamin, 

bahasa, agama, 

politik atau 
berpendapat, 

asal 

kebangsaan 

atau sosial, 
properti, 

kelahiran atau 

status lainnya. 

Lebih lanjut, 
tidak ada 

perbedaan yang 

dibuat atas 

dasar status 
politik, 

yurisdiksi 

internasional 

dari negara 
atau teritori di 

mana seseorang 

berasal, apakah 

itu merdeka, 
amanah, tidak 

berpemerintaha

n sendiri atau di 

bawah batasan 
kedaulatan 

lainnya. 

2. UUD 1945 

Pasal 28A: 

Setiap orang 

berhak untuk 

hidup serta 

berhak 

mempertahank

an hidup dan 

kehidupannya. 

3. UU No. 39 

Tahun 

1999 

tentang 

HAM 

Pasal 1: 

Ahli Hukum Hak 

Asasi Manusia dan 

Hak Asasi Anak 

1. Bapak/Ibu

, dari 

pelbagai 

pendapat 

tentang 

HAM 

sedari 

masa 

sejarah 

kuno, 

masa 

pertengah

an, 

aufklarun

g, 

renaisans, 

modern, 

post-

modern 

hingga 

milenial, 

baik dari 

pendapat 

para tokoh 

semisal 

(Plato, 

John 

Locke, 

Thomas 

Jefferson, 

Mariam 

Budiardjo, 

Satjipto 

Rahardjo) 

hingga 

peraturan 

dan 

perundang

an baik 

internasio

nal sampai 

dalam 

negeri 

(DUHAM

, UUD 

1945 

sampai 

UU No. 

39 Tahun 

1999 

tentang 

HAM) 
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Hak Asasi 

Manusia 

adalah 

seperangkat 

hak yang 

melekat pada 

hakikat dan 

keberadaan 

manusia 

sebagai 

mahkluk 

Tuhan Yang 

Maha Esa dan 

merupakan 

anugerah-Nya 

yang wajib 

dihormati, 

dijunjung 

tinggi dan 

dilindungi 

oleh negara, 

hukum, 

Pemerintah, 

dan setiap 

orang demi 

kehormatan 

serta 

perlindungan 

harkat dan 

martabat 

manusia 
4. UU No. 11 

Tahun 

2005 

tentang 

Pengesaha

n ICESCR 

(Kovenan 

Internasio

nal 

tentang 

Hak-hak 

Ekonomi, 

Sosial dan 

Budaya) 

dan UU 

No. 12 

Tahun 

2005 

tentang 

ICCPR 

(Kovenan 

Internasio

nal 

tentang 

Hak-hak 

Sipil dan 

Politik) 

meski 

terdapat 

perbedaan 

namun 

secara 

mendasar 

bermakna 

atas 

prinsip-

prinsip 

yang 

sama, 

yakni 

sebagai 

hak 

melekat 

pada 

eksistensi 

manusia 

sebagai 

individu 

dari 

Tuhan 

yang 

mempuny

ai sifat 

universal.  

Atas hak 

yang 

melekat 

tersebut, 

Apakah 

Hak 

Asasi 

Manusia 

mampu 

mengikat 

dan 

memaksa 

setiap 

manusia 

kepada 

manusia 

lainnya? 

Dan 

bagaiman

a 

kemudian 

hukum 

mengatur 

Hak 

Asasi 

Manusia 

sebagai 

suatu 
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bagian 

menimban

g: 

Bahwa hak 
asasi manusia 

merupakan hak 

dasar yang 

secara kodrati 
melekat pada 

diri manusia, 

bersifat 

universal dan 
langgeng, dan 

oleh karena itu, 

harus 

dilindungi, 
dihormati, 

dipertahankan, 

dan tidak boleh 

diabaikan, 
dikurangi, atau 

dirampas oleh 

siapapun. 

5. Menurut 

John 

Locke: 

Hak Asasi 

Manusia 

adalah hak 

yang dibawa 

manusia sejak 

lahir dan 

secara kodrati 

melekat 

karenanya tak 

bisa diganggu 

gugat sebab 

sifatnya 

mutlak. 

aturan 

yang 

dikeluark

an oleh 

Pemerint

ah 

(sebagai 

penguasa

) itu 

mempuny

ai 

kekuatan 

mengikat 

dan 

memaksa

? 
2. Ius 

Cogens 

merupaka

n suatu 

dasar 

hukum 

internasio

nal yang 

diakui 

oleh 

komunitas 

internasio

nal 

sebagai 

sebuah 

norma 

yang tidak 

boleh 

dilanggar 

dalam 

keadaan 

apapun. 

Jika 

melihat 

kondisi 

dan 

dinamika 

saat ini, 

Apakah 

pemerint

ah 

Indonesia 

sudah 

memenuh

i secara 

ideal 

terutama 

dalam 

bidang 
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pelayana

n 

kesehatan 

dan anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 
3. Hak Asasi 

Manusia 

diatur 

didalam 

deklarasi 

internasio

nal, UU 

dan 

peraturan 

dinegara 

Indonesia. 

Dalam 

konteks 

hak asasi 

anak yang 

mana 

berlaku 

“affirmati

ve action” 

berhak 

atas 

perawatan 

dan 

bantuan 

khusus. 

Apakah 

privilege 

ini turut 

menjadik

an anda 

sebagai 

bagian 

dalam 

pengambi

lan 

keputusa

n? Disaat 

bagaiman

akah 

anak 

dianggap 

cukup 

cakap 

untuk 

dilibatka

n dalam 

pengambi
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lan 

keputusa

n atas 

dirinya 

sebagai 

pemenuh

an atas 

Hak 

Asasi 

Manusia? 
4. Berdasark

an data 

yang ada, 

praktik 

perilaku 

homoseks

ual tidak 

sedikit 

anak-anak 

terlibat 

aktif 

didalamny

a (baik 

sebagai 

korban 

atau 

pelaku) 

melakuka

n 

hubungan 

seks 

secara 

anal yang 

berpotensi 

terpapar 

infeksi 

penyakit 

menular 

dan HIV. 

Apakah 

hak asasi 

manusia 

selaku 

anak 

melekat? 

Bilamana 

masih 

melekat 

apakah 

berhak 

atas 

bantuan 

dan 

perawata

n khusus 
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sebagai 

anak? 
Dengan 

status 

sebagai 

anak, 

namun 

sudah 

pernah 

melakuka

n 

hubungan 

seksual 

secara 

anal. 

Apakah 

masih 

kategori 

anak 

ataukah 

orang 

dewasa 

yang 

mana 

secara 

usia 

masuk 

sebagai 

kategori 

anak, 

bahkan 

dalam 

beberapa 

peraturan 

pun belum 

dituangka

n secara 

eksplisit 

perlindun

gan anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual. 

Bagaima

na 

menurut 

Bapak/Ib

u pada 

saat anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual 

berkelind
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an 

dengan 

pemenuh

an hak 

asasinya 

dalam 

koridor 

hak asasi 

manusia? 

5. Didalam 

peraturan 

dan 

perundang

-undangan 

disebutka

n hak-hak 

asasi atas 

anak, 

namun 

secara 

eksplisit 

tidak 

menuangk

an hak-

hak asasi 

atas anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual 

padahal 

homoseks

ual bukan 

lagi 

sebagai 

sebuah 

penyakit 

akibat 

penyimpa

ngan 

kejiwaan, 

belum lagi 

stigma, 

anggapan 

sumir dan 

diskrimina

si. 

Apakah 

menurut 

Bapak/Ib

u hal ini 

merupak

an sebuah 

kekosong
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an 

hukum? 
6. Didalam 

penangana

n HIV dan 

Aids di 

Indonesia 

mengenal 

istilah 

Strategi 

Rencana 

Aksi 

Nasional. 

Menurut 

Bapak/Ib

u apakah 

perlu 

juga 

pemerint

ah 

Indonesia 

membuat 

sebuah 

Strategi 

Rencana 

Aksi 

Nasional 

atas Hak 

Asasi 

Manusia 

sebagai 

pendampi

ng dan 

indikator 

keberhasi

lan 

didalam 

mewujud

kan 

pemenuh

an Hak 

Asasi 

Manusia? 

b. Defini

si 

anak 

1. Menurut 

WHO: 

Anak adalah 

dihitung sejak 

seseorang di 

dalam 

kandungan 

sampai 

dengan usia 

19 tahun. 

2. Konvensi 

Hak-hak 

Ahli Hukum Hak 

Asasi Manusia dan 

Hak Asasi Anak 

1. Dari 

pelbagai 

peraturan 

yang ada, 

terdapat 

perbedaan 

definisi 

tentang 

anak, 

namun 

dari 

pelbagai 
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Anak 

1989 

Pasal 1: 

Anak adalah 

semua orang 

yang berusia 

di bawah 18 

tahun, kecuali 

ditentukan 

lain oleh 

hukum suatu 

Negara. 

3. UU No. 

13 Tahun 

2003 

tentang 

Ketenaga

kerjaan 

Pasal 1 

ayat (26): 

Anak adalah 

setiap orang 

yang berumur 

dibawah 18 

(delapan 

belas) tahun. 

4. UU No. 

35 Tahun 

2014 

tentang 

Perubaha

n atas 

UU No. 

23 Tahun 

2002 

tentang 

Perlindu

ngan 

Anak 

Pasal 1 

ayat (1): 

Anak adalah 

seseorang 

yang belum 

berusia 18 

(delapan 

belas) tahun, 

termasuk anak 

yang masih 

dalam 

kandungan. 

5. UU No. 16 

Tahun 

2019 

tentang 

Perubaha

peraturan 

usia 

batasan 

disebut 

anak 

manakala 

18 dan 19 

tahun. 

Menurut 

Bapak/Ib

u seperti 

apakah 

definisi 

anak 

tersebut? 

Bagaima

nakah 

cara yang 

paling 

ideal 

didalam 

menentuk

an 

seseorang 

masih 

dikategor

ikan 

sebagai 

anak? 

2. Manakal

a 

seseorang 

sudah 

pernah 

melakuka

n 

hubunga

n seksual 

secara 

vaginal 

dalam 

usia 

dibawah 

ketentuan 

peratura

n dan 

perundan

g-

undangan 

yang 

berlaku, 

apakah 

masih 

dikategor

ikan 
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n atas UU 

No. 1 

Tahun 

1974 

tentang 

Perkawina

n Pasal 7 

ayat (1): 
Perkawinan 

hanya 

diizinkan 

apabila pria 

dan wanita 

sudah 

mencapai 

umur 19 

(sembilan 

belas) tahun. 

6. Permenke

s No. 25 

Tahun 

2014 

tentang 

Upaya 

Kesehatan 

Anak 

Pasal 1 

ayat (1): 

Anak adalah 

seseorang 

yang sampai 

berusia 18 

Tahun, 

termasuk anak 

yang masih 

dalam 

kandungan. 

sebagai 

anak? 

Bagaima

na 

apabila 

hubunga

n seksual 

tersebut 

dilakuka

n dengan 

cara 

anal?  

3. Bagaima

na 

menurut 

Bapak/Ib

u, pada 

saat 

seseorang 

yang 

masih 

dalam 

usia anak 

sudah 

menjadi 

homoseks

ual 

(secara 

orientasi) 

dan 

sudah 

melakuka

n 

hubunga

n seksual 

sesama 

jenis? 

Faktor-

faktor 

apakah 

yang 

mempeng

aruhinya 

(genetik, 

lingkunga

n, life 

style)? 

c. Hak 

anak 

1. DUHAM 

1948 Pasal 

25 ayat 

(2): 

(…) dan anak 

berhak atas 

perawatan 

dan bantuan 

khusus. Semua 

Ahli Hukum Hak 

Asasi Manusia dan 

Hak Asasi Anak 

1. Didalam 

DUHAM 

Pasal 25 

ayat (2) 

disampaik

an 

bahwasan

ya, “Anak 
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anak, baik 

yang lahir di 

dalam maupun 

di luar nikah, 

akan 

menikmati 

perlindungan 

sosial yang 

sama. 

2. ICESCR 

1966 Pasal 

10 ayat 

(3): 

Langkah-

langkah 

khusus untuk 

perlindungan 

dan bantuan 

harus 

diberikan 

untuk 

kepentingan 

semua anak 

dan remaja, 

tanpa 

diskriminasi 

apapun 

berdasarkan 

keturunan 

atau keadaan-

keadaan lain. 

Anak-anak 

dan remaja 

harus 

dilindungi 

dari 

eksploitasi 

ekonomi dan 

sosial (…). 

3. UUD 1945 

Pasal 28B 

ayat (2): 
Setiap anak 

berhak atas 

kelangsungan 

hidup, 

tumbuh, dan 

berkembang 

serta berhak 

atas 

perlindungan 

dari kekerasan 

dan 

diskriminasi. 

4. UU No. 39 

Th 1999 

berhak 

atas 

perawatan 

dan 

bantuan 

khusus. 

Semua 

anak baik 

yang lahir 

didalam 

maupun 

diluar 

nikah 

akan 

menikmati 

perlindun

gan sosial 

yang 

sama”. 

Seperti 

apakah 

yang 

dimaksud 

dengan 

perawata

n dan 

perlindun

gan 

khusus 

tersebut? 

Dan 

seperti 

apakah 

ancaman 

sosial 

dalam 

perlindun

gan sosial 

yang 

dimaksud

kan 

tersebut? 

Bilamana 

anak 

tersebut 

mempuny

ai 

perilaku 

homoseks

ual dan 

rentan 

tertular 

HIV? 

2. Hak anak 

merupaka
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tentang 

HAM 

Pasal 52 

ayat ( 2): 
Hak anak 

adalah hak 

asasi manusia 

dan untuk 

kepentinganny

a hak anak itu 

diakui dan 

dilindungi 

oleh hukum 

bahkan sejak 

dalam 

kandungan. 

5. UU No. 35 

Th 2014 

tentang 

Perlindun

gan Anak 

Pasal 1 

ayat (12): 
Hak Anak 

adalah bagian 

dari hak asasi 

manusia yang 

wajib dijamin, 

dilindungi, 

dan dipenuhi 

oleh Orang 

Tua, 

Keluarga, 

masyarakat, 

negara, 

pemerintah, 

dan 

pemerintah 

daerah. 

6. Affirmativ

e Action 
Keputusan 

yang 

dirancang 

untuk 

meluruskan 

kesalahan 

yang dialami 

oleh minoritas 

(ras, jenis 

kelamin, dan 

orientasi 

seksual). 

Tujuannya 

adalah untuk 

menjamin 

kesempatan 

n bagian 

dari hak 

asasi 

manusia 

yang 

harus 

dipenuhi 

oleh 

Negara 

dan 

orangtua. 

Dalam 

sebuah 

pengambil

an 

keputusan 

berkenaan 

kepenting

an dari 

anak, 

Apakah 

anak 

diberikan 

kebebasa

n penuh 

dalam 

memenuh

i haknya? 

Dalam 

batasan 

seperti 

apakah, 

yang 

dapat 

menjadik

an tolok 

ukur 

bahwa 

anak 

dikategor

ikan 

cakap 

dan tidak 

cakap 

dalam 

pengambi

lan 

keputusa

n? 

3. Untuk 

kebaikan 

dan masa 

depan 

anak, 

terkadang 
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kerja yang 

setara bagi 

orang-orang 

dalam 

kelompok 

minoritas dan 

menghilangka

n praktik 

diskriminatif. 

hal ini 

menjadi 

narasi 

dokter, 

pelayan 

kesehatan, 

guru 

bahkan 

orangtua 

memutusk

an sesuatu 

hal atas 

anak tanpa 

melibatka

n anak 

dalam 

proses 

pengambil

an 

keputusan. 

Apakah 

hal ini 

melangga

r hak 

anak 

ataukah 

selaku 

pihak 

yang 

berkomp

eten dan 

orang tua 

sudah 

benar 

didalam 

mengamb

il 

keputusa

n 

tersebut? 

Bilamana 

tidak apa 

yang 

menjadi 

pertimba

ngan 

utamnaya

? Dan 

bilamana 

melangga

r 

bagaiman

akah 

mekanis

me yang 
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paling 

ideal 

didalam 

memenuh

i hak 

anak? 

d. Hak 

anak 

atas 

keseh

atan 

1. DUHAM 

1948 Pasal 

25 ayat 

(1): 

Setiap orang 

berhak untuk 

hidup dengan 

standar hidup 

yang layak 

bagi dirinya 

maupun 

keluarganya, 

(…) pelayanan 

kesehatan 

serta 

pelayanan 

sosial lainnya. 

2. UUD 1945 

Pasal 28H 

ayat (1): 

Setiap orang 

(…) serta 

berhak 

memperoleh 

pelayanan 

kesehatan. 
3. UU No 36 

Tahun 

2009 

tentang 

Kesehatan

: 
 Pasal 4 

: Setiap 

orang 

berhak 
atas 

kesehat

an. 

 Pasal 5 
ayat (2) 

: Setiap 

orang 

mempu
nyai 

hak 

mempe

roleh 
pelayan

an 

kesehat

an 
yang 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

1. Didalam 

pemenuha

n hak 

anak atas 

kesehatan 

disampaik

an 

bahwasan

ya perlu 

untuk 

melibatka

n anak 

dalam 

bidang 

kesehatan. 

Pelibatan 

seperti 

apakah 

yang 

dimaksud

kan 

didalam 

peratura

n? 

Pelibatan 

yang 

dimaksud

kan 

apakah 

dalam 

rupa 

pelayana

n medis 

saja 

ataukah 

menyelur

uh? 

Apakah 

hak atas 

kesehatan 

diluar 

medis 

yang 

menjadi 

kebutuha

n anak 

masuk 

sebagai 

kategori 
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aman, 

bermut

u dan 

terjang
kau. 

 Pasal 7 

: Setiap 

orang 
berhak 

mendap

atkan 

informa
si dan 

edukasi 

tentang 

kesehat
an 

yang 

seimba

ng dan 
bertang

gung 

jawab. 

 Pasal 8 
: Setiap 

orang 

berhak 

mempe
roleh 

informa

si 

tentang 
data 

kesehat

an 

dirinya 
termas

uk 

tindaka

n dan 
pengob

atan 

yang 

telah 
maupu

n yang 

akan 

diterim
a 

dirinya 

dari 

tenaga 
kesehat

an. 

4. UU No 25 

Tahun 

2014 

tentang 

Upaya 

Kesehatan 

Anak 

Pasal 2: 

hak anak 

atas 

kesehatan 

pada 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual?  

2. Bagaiman

a pendapat 

Bapak/Ibu 

pada saat 

hak anak 

atas 

kesehatan

nya 

bersinggu

ngan 

dengan 

kehidupan 

pribadi 

dan 

sensitif 

(kesehatan 

reproduksi

, aktivitas 

kehidupan 

seksualny

a). 

Apakah 

“affirmat

ive 

action” 

sudah 

dapat 

diterapka

n? 

Apabila 

tidak, 

mengapa

? Apabila 

dapat 

diterapka

n sejauh 

manakah 

dapat 

diterapka

n? 

3. Dalam 

konsep 

statuta 

WHO 

tertulis 

“the right 
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 [c]: 

Melib

atkan 

partisi
pasi 

Anak 

usia 

Sekola
h dan 

Remaj

a di 

bidan
g 

keseha

tan. 

 [e]: 

Menja

min 

tersed

ianya 
pelay

anan 

keseh

atan 
yang 

kompr

ehensi

f bagi 
Anak 

dan 

Remaj

a. 
 [h]: 

Memb

erikan 

perlin
dunga

n 

kepad

a 
Anak 

dalam 

memp

eroleh 
pelay

anan 

keseh

atan 
yang 

bermu

tu, 

aman, 
dan 

berma

nfaat. 

to health 

care”, 

namun 

dalam 

mukadima

h kata 

“care” 

Nampak 

dihilangka

n. 

Bukanka

h hak 

atas 

pemeliha

raan 

kesehatan 

termasuk 

pelayana

n 

kesehatan 

disampin

g 

pemeriks

aan 

medis, 

diagnose, 

terapi, 

perawata

n di RS, 

rawat 

jalan dan 

lainnya? 

 
2. PERSE

TUJUA

N 

TINDA

KAN 

a. Defini
si 

pelay

anan 

1. UU No 36 

Tahun 

2009 

tentang 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

1. Menurut 

Bapak/Ib

u, 

bagaiman

a 
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KEDO

KTER

AN 

keseh

atan 

Kesehatan 

Pasal 1: 

 ayat 

(12): 
Pelay

anan 

keseha

tan 
promo

tif 

adala

h 
suatu 

kegiat

an 

dan/at
au 

serang

kaian 

kegiat
an 

pelaya

nan 

keseha
tan 

yang 

lebih 

mengu
tamak

an 

kegiat

an 
yang 

bersif

at 

promo
si 

keseha

tan. 

 ayat 
(13): 

Pelay

anan 

keseha
tan 

preven

tif 

adala
h 

suatu 

kegiat

an 
pence

gahan 

terhad

ap 
suatu 

masal

ah 
keseha

tan/pe

nyakit. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

pelayana

n 

kesehatan 

yang 

ideal 

yang 

memenuh

i Hak 

Asasi 

Manusia? 

Apakah 

pelayana

n 

kesehatan 

di Jawa 

Tengah 

sudah 

memenuh

i 

ekspektas

i ideal 

dalam 

pemenuh

an hak 

asasi 

manusia, 

hak anak 

dan hak 

anak 

homoseks

ual? 

2. Kendala 

dan 

tantanga

n seperti 

apakah 

yang 

sering 

muncul 

didalam 

pemenuh

an 

pelayana

n 

kesehatan 

yang 

optimal 

dalam 

pemenuh

an hak 

asasi 

manusia 

dari 

penerima 

manfaat? 
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 ayat 

(14): 

Pelay

anan 
keseha

tan 

kuratif 

adala
h 

suatu 

kegiat

an 
dan/at

au 

serang

kaian 
kegiat

an 

pengo

batan 
yang 

dituju

kan 

untuk 
penye

mbuha

n 

penya
kit, 

pengu

ranga

n 
pende

ritaan 

akibat 

penya
kit, 

penge

ndalia

n 
penya

kit, 

atau 

penge
ndalia

n 

kecac

atan 
agar 

kualit

as 

pende
rita 

dapat 

terjag

a 
seopti

mal 

mungk
in. 

 ayat 

(15): 

Bilamana 

penerima 

manfaat 

tersebut 

merupak

an anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 

3. Pelayanan 

kesehatan 

yang 

layak dan 

berkesina

mbungan 

sudah 

diatur 

didalam 

banyak 

per-UU-

an. 

Apakah 

hal ini 

menjami

n 

keberhasi

lan 

didalam 

pelaksana

annya 

ataukah 

tidak? 

Hal-hal 

apakah 

yang 

menduku

ng dan 

menyeba

bkan 

kendala 

terwujud

nya 

pelayana

n yang 

ideal 

didalam 

pemenuh

an Hak 

Asasi 

Manusia 

dan hak 

anak? 
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Pelay

anan 

keseha

tan 
rehabi

litatif 

adala

h 
kegiat

an 

dan/at

au 
serang

kaian 

kegiat

an 
untuk 

menge

mbalik

an 
bekas 

pende

rita ke 

dalam 
masya

rakat 

sehing

ga 
dapat 

berfun

gsi 

lagi 
sebag

ai 

anggo

ta 
masya

rakat 

yang 

bergu
na 

untuk 

diriny

a dan 
masya

rakat 

semak

simal 
mungk

in 

sesuai 

denga
n 

kema

mpuan

nya. 

b. Defini

si 

tindak

an 

1. UU No. 

29 Tahun 

2009 

tentang 

Praktik 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

1. Bahwasa

nya 

tindakan 

kedokter

an sudah 

 



194 
 

kedok

teran 

Kedokter

an Pasal 

39: 

Praktik 

kedokteran 

diselenggarak

an 

berdasarkan 

pada 

kesepakatan 

antara dokter 

atau dokter 

gigi dengan 

pasien dalam 

upaya untuk 

pemeliharaan 

kesehatan, 

pencegahan 

penyakit, 

peningkatan 

kesehatan, 

pengobatan 

penyakit dan 

pemulihan 

kesehatan. 

2. Permenk

es No. 

290 

Tahun 

2008 

tentang 

Persetuju

an 

Tindakan 

Kedokter

an Pasal 

1 ayat 

(3): 

(…) suatu 

tindakan 

medis berupa 

preventif, 

diagnostik, 

terapeutik 

atau 

rehabilitatif 

yang 

dilakukan oleh 

dokter atau 

dokter gigi 

terhadap 

pasien. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

diatur 

didalam 

UU dan 

peratura

n. 

Bagaima

nakah 

tolok 

ukur 

bahwasan

ya suatu 

tindakan 

kedokter

an 

memenuh

i hak 

asasi 

manusia 

dan 

sumpah 

hipokrate

s? 

2. Bagaima

nakah 

suatu 

tindakan 

kedokter

an 

dilaksana

kan 

berkenaa

n dengan 

penyakit 

menular 

(tes HIV) 

ketika 

pasien 

menolak? 

3. Bagaima

na suatu 

tindakan 

kedokter

an (tes 

HIV) 

dilakuka

n pada 

saat 

pasien 

adalah 

seorang 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual yang 
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mana 

menurut 

peratura

n belum 

mempuny

ai 

kecakapa

n? 

c. Hubu

ngan 

Terap

eutik 

(dokte

r 

denga

n 

pasie

n) 

1. Permenk

es No. 

290 

Tahun 

2008 

tentang 

Persetuju

an 

Tindakan 

Kedokter

an Pasal 

2 ayat: 

(1) Semu

a 

tinda

kan 

kedok

teran 

yang 

akan 

dilak

ukan 

terha

dap 

pasie

n 

harus 

mend

apat 

perse

tujua

n. 

(2) Perse

tujua

n 

sebag

aima

na 

dima

ksud 

pada 

ayat 

(1) 

dapat 

diber

ikan 

secar

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

3. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

4. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

5. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

6. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Didalam 

ilmu 

kedoktera

n terdapat 

keputusan 

yang 

sifatnya 

tidak 

mutlak, 

yang 

memungki

nkan 

dokter 

harus 

memilih 

dari 

pelbagai 

kemungki

nan 

tindakan 

medis 

yang ada. 

Pun 

didalam 

hukum 

mengenal 

istilah 

hukum 

progresif, 

yang 

mana 

“merupak

an 

konsepsi 

menjalank

an hukum 

tidak 

sekadar 

menurut 

perundang

-

undangan, 

namun 

lebih 

menjabark

an atas 

dasar 
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a 

tertul

is 

maup

un 

lisan. 

(3) Perse

tujua

n 

sebag

aima

na 

dima

ksud 

pada 

ayat 

(1) 

diber

ikan 

setela

h 

pasie

n 

mend

apat 

penje

lasan 

yang 

diper

lukan 

tenta

ng 

perlu

nya 

tinda

kan 

kedok

teran 

dilak

ukan. 

2. Freddy 

Tengker 

Salah satu hak 

dasar 

individual 

dalam 

pelayanan 

kesehatan 

adalah hak 

menentukan 

nasib sendiri 

(the right of 

self 

determination)

, dan 

kemanusia

an yang 

berfungsi 

memberik

an 

keadilan 

kepada 

dunia dan 

manusia. 

Asumsi 

yang 

mendasari

nya 

hukum 

ada untuk 

manusia 

dan tidak 

untuk 

dirinya 

sendiri, 

hukum 

selalu 

berada 

pada 

status law 

in the 

making 

dan tidak 

bersifat 

final, 

hukum 

merupaka

n institusi 

yang 

bermoral 

kemanusia

an. Dari 

semua itu, 

ide utama 

dari 

hukum 

progresif 

adalah 

membebas

kan 

manusia 

dari 

belenggu 

hukum itu 

sendiri. 

Terkait 

kebebasa

n untuk 

bertindak

, apakah 
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sebaliknya, 

hak 

memperoleh 

pelayanan 

kesehatan 

merupakan 

contoh hak 

dasar sosial 

dalam hukum 

kesehatan. 

3. Veronica 

Komalaw

ati 

Sikap 

profesional 

dokter 

seringkali 

mengakibatka

n dokter tidak 

mampu 

melihat 

sebuah 

problema dari 

perspektif 

pasien itu 

sendiri atau 

menimbulkan 

kecenderunga

n dokter untuk 

bertindak 

objektif, 

karena takut 

tidak dapat 

memenuhi 

stsndar 

profesionalny

a.   

hal ini 

juga 

diterapka

n pada 

saat 

menghad

api pasien 

yang 

masih 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual pada 

saat akan 

melakuka

n tes HIV 

ataupun 

sudah 

positif 

HIV? 

Ketika 

membuat 

sebuah 

keputusa

n dengan 

menolak 

keterlibat

an orang 

terdekat 

(keluarga 

dan 

orang 

tua)? 

Sebagai 

ahli 

hukum 

penjelasa

n seperti 

apa yang 

bisa 

disampai

kan? 

Sebagai 

tenaga 

medis/do

kter 

langkah-

langkah 

selanjutn

ya seperti 

apa yang 

akan 

dilakuka

n? 



198 
 

2. Hubungan 

terapeutik 

didalam 

memeberi

kan 

pelayanan 

kesehatan 

dan 

tindakan 

kedoktera

n pada 

pasien 

anak, hal 

yang 

utama dan 

pertama 

sesuai 

peraturan 

adalah 

dengan 

mengutam

akan 

kesejahter

aan, 

pendekata

n, 

pelayanan, 

perlakuan, 

perawatan 

khusus, 

serta 

perlindun

gan 

pasien. 

Bagaima

nakah 

pola 

komunik

asi yang 

terbangu

n apakah 

memberi

kan 

ruang 

bagi anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual 

dengan 

memaha

mi apa 

yang 

menjadi 

kebutuha
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n anak 

baik 

secara 

medis 

maupun 

non 

medis? 

3. Peran 

nyata 

hubunga

n 

terapeuti

k adalah 

ditujukan 

untuk 

memperb

aiki 

keadaan 

kesehatan 

pasien 

lebih 

baik. 

Bagaima

nakah 

peran 

yang 

diambil 

dokter/te

naga 

medis 

pada saat 

pasien 

yang 

notabene 

masih 

anak-

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual 

terkait 

pelaksana

an tes 

HIV? 

Dan 

bagaiman

akah 

pada saat 

hasil dari 

tes HIV-

nya 

reaktif?  
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3. PERSE

TUJUA

N 

TINDA

KAN 

KEDO

KTER

AN 

UNTU

K TES 

HIV 

a. Defini

si 

HIV 

dan 

Tes 

HIV 

1. Permenk

es No. 21 

Tahun 

2013 

tentang 

Penangg

ulangan 

HIV dan 

Aids 

Pasal 1 

ayat (2): 

(…) Virus 

yang 

menyebabkan 

Acquired 

Immuno 

Deficiency 

Syndrome 

(AIDS). 

2. Lampira

n 

Permenk

es No. 74 

Tahun 

2014 

tentang 

Pedoman 

Pelaksan

aan 

Konselin

g dan Tes 

HIV Bab 

I C: 

Tes HIV 

adalah 

pemeriksaan 

terhadap 

antibodi yang 

terbentuk 

akibat 

masuknya HIV 

kedalam 

tubuh, atau 

pemeriksaan 

antigen yang 

mendeteksi 

adanya virus 

itu sendiri 

atau 

komponennya. 

1. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

2. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

3. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

4. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

5. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Apakah 

ada 

pembeda

an antara 

tes HIV 

untuk 

orang 

dewasa 

dengan 

anak-

anak? 

Kalau 

ada 

pembeda

an, 

seperti 

apakah 

dan 

dimanaka

h 

pembeda

annya? 

Pada saat 

perlakua

nnya 

sama, 

bagaiman

a terkait 

dengan 

usia anak 

yang 

menurut 

peratura

n belum 

cakap 

secara 

usia 

didalam 

suatu 

pengambi

lan 

keputusa

n? 

2. Menurut 

Bapak/Ib

u/Anda 

apakah 

tes HIV 

masih 

bersifat 

eksklusif 

setidakny

a pada 

saat 
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sekarang

? 

3. Mengapa 

tes HIV 

dan 

status 

HIV itu 

sendiri 

terasa 

lekat 

dengan 

stigma 

negatif? 

Bagaima

na 

dengan 

homoseks

ual? 

Bagaima

na 

dengan 

homoseks

ual anak-

anak? 

Bagaima

na 

dengan 

homoseks

ual anak 

yang HIV 

positif? 

b. Penge

lompo

kan 

Tes 

HIV 

Permenkes 

No. 74 Tahun 

2014 tentang 

Pedoman 

Pelaksanaan 

Konseling 

dan Tes HIV 

Pasal 3 ayat 

(1): 

(a) Konseling 

dan Tes 

HIV atas 

Inisiatif 

Pemberi 

Pelayana

n 

Kesehata

n (KTIP); 

dan 

(b) Konseling 

dan Tes 

HIV 

Sukarela 

(KTS). 

1. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

2. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

3. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

4. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

5. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Dalam 

Permenk

es No. 74 

Tahun 

2014 

tentang 

Pedoman 

Pelaksan

aan 

Konseling 

dan Tes 

HIV 

disebutka

n 

bahwasan

ya 

terdapat 

pengelom

pokan 

dalam tes 

HIV. 

Kenapa 

dikelomp

okkan? 
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Pada saat 

tes HIV 

dilaksana

kan atas 

inisiatif 

pemberi 

layanan, 

bagaiman

akah hak 

asasi 

manusia 

pada 

pasien 

ditegakka

n?  

2. Saat 

pasien 

bersedia 

melakuka

n KTS 

dan 

hasilnya 

reaktif 

namun 

menolak 

pengobat

an, 

langkah-

langkah 

dan 

tindakan 

seperti 

apa yang 

dilakuka

n 

berkenaa

n dengan 

bahwasan

ya HIV 

merupak

an 

penyakit 

yang 

menular? 

c. Infor

med 

Conse

nt 

dalam 

Tes 

HIV 

Lampiran 

Permenkes 

No. 74 Tahun 

2014 tentang 

Pedoman 

Pelaksanaan 

Konseling 

dan Tes HIV 

Bab I B poin 

1 dan Bab III 

A 1 dan B: 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

1. Bagaima

nakah 

mekanis

me 

Informed 

Consent 

diterapka

n didalam 

tes HIV? 

Bagaima

na jika 
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Bab I B poin 

1: (…) 

persetujuan 

akan suatu 

tindakan 

pemeriksaan 

laboratorium 

HIV yang 

diberikan oleh 

pasien/klien 

atau 

wali/pengamp

u setelah 

mendapatkan 

dan 

memahami 

penjelasan 

yang 

diberikan 

secara 

lengkap oleh 

petugas 

kesehatan 

tentang 

tindakan 

medis yang 

akan 

dilakukan 

terhadap 

pasien/klien 

tersebut. 

Bab III poin A 

1: Persetujuan 

untuk 

menjalani tes 

HIV (informed 

consent) harus 

selalu 

diberikan 

secara 

individual 

dengan 

kesaksian 

petugas 

kesehatan. 

Bab III poin 

B: Informed 

consent 

bersifat 

universal yang 

berlaku pada 

semua pasien 

apapun 

penyakitnya 

karena semua 

3. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

4. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

5. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

6. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

pasien 

apabila 

hasil tes 

HIV-nya 

reaktif? 

2. Bagaima

nakah 

mekanis

me 

Informed 

Consent 

tes 

HIVdiber

lakukan 

terhadap 

pasien 

yang 

masih 

anak? 

Bagaima

na jika 

pasien 

anak 

apabila 

hasil tes 

HIV-nya 

reaktif? 

3. Bagaima

nakah 

mekanis

me 

Informed 

Consent 

dijalanka

n pada 

saat tes 

HIV 

terhadap 

pasien 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 

Bagaima

na jika 

pasien 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual 

dengan 

hasil tes 
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tindakan 

medis pada 

dasarnya 

membutuhkan 

persetujuan 

pasien. 

HIV-nya 

reaktif? 

d. Tes 

HIV 

dalam 

persp

ektif, 

Hak 

Asasi 

Manu

sia 

1. UU No. 

29 Tahun 

2004 

tentang 

Praktik 

Kedokter

an 

bagian 

menimba

ng: 

(b) (…) 

keseh

atan 

sebag

ai 

hak 

asasi 

manu

sia 

(…). 

(c) (…) 

penye

lengg

araa

n 

prakt

ik 

kedok

teran 

yang 

meru

paka

n inti 

dari 

berba

gai 

kegia

tan 

dala

m 

penye

lengg

araa

n 

upay

a 

keseh

atan 

harus 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

3. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

4. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

5. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

6. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Bagaima

na 

pelaksana

an tes 

HIV yang 

memenuh

i Hak 

Asasi 

Manusia 

menurut 

Bapak/Ib

u/Anda? 

Baik bagi 

petugas 

medis/do

kter dan 

komunita

s 

homoseks

ual secara 

umum 

dan 

khususny

a anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual?  

2. Menurut 

Bapak/Ib

u/Anda, 

Apakah 

tes HIV 

di Jawa 

Tengah 

sudah 

memenuh

i Hak 

Asasi 

Manusia 

untuk 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 

Bilamana

kah 

belum 
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dilak

ukan 

oleh 

dokte

r dan 

dokte

r gigi 

yang 

memi

liki 

etik 

dan 

mora

l 

yang 

tinggi

. 

2. Permenk

es No. 

290 

Tahun 

2008 

tentang 

Persetuju

an 

Tindakan 

Kedokter

an Pasal 

2 ayat (1, 

2 dan 3): 

(1) Semu

a 

tinda

kan 

kedok

teran 

yang 

akan 

dilak

ukan 

terha

dap 

pasie

n 

harus 

mend

apat 

perset

ujuan

. 

(2) Perse

tujua

n 

sebag

aima

dan 

bilamana

kah 

sudah? 

3. Hal-hal 

seperti 

apakah 

yang 

membuat 

Anda 

tertarik 

untuk 

melakuka

n tes HIV 

selaku 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 

4. Hal-hal 

seperti 

apakah 

yang 

membuat 

Anda 

enggan 

untuk 

melakuka

n tes HIV 

selaku 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 

5. Apakah 

Anda 

sebagai 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual 

pernah 

mendapat 

stigma 

negatif 

dan 

perlakua

n 

diskrimin

atif pada 

saat 

mengakse
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na 

dimak

sud 

pada 

ayat 

(1) 

dapat 

diberi

kan 

secar

a 

tertuli

s 

maup

un 

lisan. 

(3) Perse

tujua

n 

sebag

aima

na 

dimak

sud 

pada 

ayat 

(1) 

diberi

kan 

setela

h 

pasie

n 

mend

apat 

penjel

asan 

yang 

diperl

ukan 

tenta

ng 

perlu

nya 

tinda

kan 

kedok

teran 

dilak

ukan. 

3. Permenk

es No. 21 

Tahun 

2013 

tentang 

s tes 

HIV? 

6. Perlakua

n 

diskrimin

atif 

seperti 

apakah 

yang 

sering 

Anda 

alami 

sebagai 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 
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Penangg

ulangan 

HIV/Aids 

Pasal 3: 

Pengaturan 

Penanggulang

an HIV dan 

AIDS 

bertujuan 

untuk: a. 

menurunkan 

hingga 

meniadakan 

infeksi HIV 

baru; b. 

menurunkan 

hingga 

meniadakan 

kematian yang 

disebabkan 

oleh keadaan 

yang 

berkaitan 

dengan AIDS; 

c. meniadakan 

diskriminasi 

terhadap 

ODHA; d. 

meningkatkan 

kualitas hidup 

ODHA; dan e. 

mengurangi 

dampak sosial 

ekonomi dari 

penyakit HIV 

dan AIDS 

pada individu, 

keluarga dan 

masyarakat. 

4. Lampira

n 

Permenk

es No. 74 

Tahun 

2014 

tentang 

Pedoman 

Pelaksan

aan 

Konselin

g dan Tes 

HIV Bab 

I B poin 

2, 4, 5, 

Bab III 
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poin 1 

dan 2: 

(2) (…) isi 

informasi atau 

konseling 

antara klien 

dan petugas 

pemeriksa 

atau konselor 

dan hasil tes 

laboratoriumn

ya tidak akan 

diungkapkan 

kepada pihak 

lain tanpa 

persetujuan 

pasien/klien. 

(…). 

(4) Hasil tes 

harus 

dikomunikasik

an sesegera 

mungkin 

kepada 

pasien/klien 

secara pribadi 

oleh tenaga 

kesehatan 

yang 

memeriksa. 

(5) 

Pasien/klien 

harus 

dihubungkan 

atau dirujuk 

ke layanan 

pencegahan, 

perawatan, 

dukungan dan 

pengobatan 

HIV yang 

didukung 

dengan sistem 

rujukan yang 

baik dan 

terpantau. 

Bab III poin 

(1): 

Konfidensialit

as tidak 

bersifat 

mutlak (…). 

Bab III poin 

(2): Penolakan 

untuk 



209 
 

menjalani tes 

HIV tidak 

boleh 

mengurangi 

kualitas 

layanan lain 

yang tidak 

terkait dengan 

status HIVnya. 

e. Pra 

dan 

Post 

konse

ling 

dalam 

Tes 

HIV 

1. Permenk

es No. 21 

Tahun 

2013 

tentang 

Penangg

ulangan 

HIV/Aids 

Pasal 23 

ayat (1): 

KTS dilakukan 

dengan 

langkah-

langkah 

meliputi: 

a. konseling 

pra tes; 

b. tes HIV; 

dan 

c. konseling 

pasca tes 

2. Lampira

n 

Permenk

es No. 74 

Tahun 

2014 

tentang 

Pedoman 

Pelaksan

aan 

Konselin

g dan Tes 

HIV Bab 

I C: 

Poin 14: 

Konseling HIV 

dan AIDS 

adalah proses 

dialog antara 

konselor 

dengan 

pasien/klien 

atau antara 

petugas 

kesehatan 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

3. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

4. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

5. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

6. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Kenapa 

dalam 

pelaksana

an tes 

HIV 

mengenal 

pre dan 

paska 

tes? 

2. Pada saat 

pre tes, 

pasien 

bersedia 

untuk 

melakuka

n tes dan 

setelah 

melakuka

n tes dari 

hasil 

paska tes 

melakuka

n post 

konseling 

dan 

menolak 

hasil 

tesnya?  

3. Bagaima

na proses 

pre dan 

post 

konseling 

dijalanka

n pada 

pasien 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 

4. Pada saat 

melakuka

n tes 

HIV, 

apakah 
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dengan pasien 

yang 

bertujuan 

untuk 

memberikan 

informasi 

yang jelas dan 

dapat 

dimengerti 

oleh pasien 

atau klien. 

Poin 16: 

Konseling 

pasca tes 

adalah diskusi 

antara 

konselor 

dengan klien 

atau antara 

pemberi 

pelayanan 

kesehatan 

dengan 

pasien, 

bertujuan 

menyampaika

n hasil tes HIV 

klien serta 

membantu 

pasien/klien 

beradaptasi 

dengan hasil 

tesnya. 

Poin 17: 

Konseling pra 

tes adalah 

dialog antara 

klien dan 

konselor 

dalam 

kerangka KTS 

yang 

bertujuan 

menyiapkan 

klien 

menjalani tes 

HIV dan 

membantu 

klien 

memutuskan 

akan tes atau 

tidak. 

Poin 18: 

Konseling pra 

tes kelompok 

Anda 

sebagai 

pasien 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual 

diberikan 

lembar 

konseling 

(Informed 

Consent)? 

5. Apakah 

didalam 

dialog 

konseling 

(Informed 

Consent) 

Anda 

sebagai 

pasien 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual 

menyerta

kan NIK 

dan 

disaranka

n untuk 

memberit

ahukan 

kepada 

orang 

tua? 

Bagaima

na sikap 

dan 

jawaban 

Anda? 



211 
 

adalah 

komunikasi, 

edukasi dan 

informasi atau 

diskusi antara 

konselor 

dengan 

beberapa 

klien, 

biasanya 

antara 5 

sampai 10 

orang, 

bertujuan 

untuk 

menyiapkan 

mereka 

menjalani tes 

HIV. 

 

4. Homo

seksua

litas 

a. Defini

si 

Homo

seksu

al 

1. Black 

Law 

Dictionar

y: 

(…) 

merupakan 

istilah yang 

berlaku bagi 

orang yang 

tertarik 

dengan orang 

lain yang 

mempunyai 

jenis kelamin 

yang sama 

(baik itu 

perempuan 

maupun laki-

laki). 

2. Standard 

Dictionary 

Internatio

nal 

Edition 

Vol. 1 

pada 

halaman 

605: 
Hubungan 

seksual antara 

orang dengan 
jenis kelamin 

yang sama. 

3. Kamus 

Besar 

Bahasa 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

3. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

4. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Apa yang 

Bapak/Ib

u/Anda 

ketahui 

dan 

pahami 

mengenai 

homoseks

ual? 

2. Bagaima

nakah 

menurut 

Bapak/Ib

u/Anda 

bahwasan

ya 

homoseks

ual bukan 

merupak

an 

penyakit 

penyimpa

ngan 

kejiwaan

? 

3. Faktor-

faktor 

apa yang 

menyeba

bkan 

seseorang 

(Anda) 

memilih/

berperila

ku 
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Indonesia 

(KBBI): 

(…) dalam 

keadaan 

tertarik 

terhadap 

orang dari 

jenis kelamin 

yang sama. 

4. Psikolog 

Jerman 

Karoly 

Maria 

Benkert: 

(…) kesukaan 

terhadap jenis 

kelamin yang 

sama, bisa itu 

lesbian 

(perempuan 

dengan 

perempuan) 

dan gay (laki-

laki dengan 

laki-laki). 

menjadi 

homoseks

ual/biseks

ual? 

 b. SOGI

ESC 

(Sexu

al 

Orien

tation

, 

Gend

er 

Identi

ty, 

Expre

ssion, 

Sex 

Char

acteri

stic) 

1. Definisi 

SOGIES

C: 

(...) konsep 

pemahaman 

mengenai 

ketubuhan, 

orientasi 

seksual, dan 

gender. 

Konsep ini 

berlatar 

belakang pada 

banyaknya 

pelanggaran-

pelanggaran 

HAM yang 

terjadi karena 

masyarakat 

masih belum 

mampu 

menerima 

keberagaman, 

baik itu 

keberagaman 

gender 

maupun 

orientasi 

seksual. 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

3. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

4. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

5. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

6. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Apakah 

SOGIES

C 

menurut 

anda? 

2. Apakah 

SOGIES

C 

berkelind

an 

dengan 

perilaku 

seksual 

sesama 

jenis? 

3. Pada saat 

seseorang 

mempuny

ai 

orientasi 

seksual 

sebagai 

homoseks

ual, 

apakah 

selalu 

dipraktik

kan 

dengan 

berhubun
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2. Definisi 

Sexual 

Orientati

on: 

Ketertarikan 

secara seksual 

(fisik) dan 

emosional 

(psikis) 

seseorang 

terhadap jenis 

kelamin 

tertentu. 

3. Gender 

Identity: 

Cara 

seseorang 

mengidentifika

sikan dirinya 

sesuai dengan 

gender 

tertentu. 

4. Expressio

n 

Gender: 

Cara 

seseorang 

selanjutnya 

mengekpresik

an sisi 

maskulin, 

feminin atau 

adrogynous 

dalam 

penampilan, 

perilaku, sikap 

dalam 

kehidupan 

kesehariannya

. 

5. Sex 

Characte

ristic: 

(…) salah satu 

ciri yang 

terkait dengan 

identitas seks. 

Karakteristik 

jenis kelamin 

primer 

(misalnya 

testis pada 

laki-laki, 

ovarium pada 

perempuan) 

gan seks 

kepada 

sesama 

jenis? 
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secara 

langsung 

terlibat dalam 

reproduksi 

spesies. Ciri - 

ciri seks 

sekunder 

adalah ciri -

ciri yang tidak 

berkaitan 

langsung 

dengan 

reproduksi, 

seperti 

kualitas suara, 

rambut wajah, 

dan ukuran 

payudara. 

(American 

Psychological 

Association). 

 c. Perila

ku 

Laki-

laki 

Seks 

Laki-

laki 

Perilaku 

Laki-laki 

Seks Laki-

laki: 
Aktifitas 

seksual yang 

dilakukan 

antara laki-

laki dengan 

satu laki-laki 

atau lebih 

untuk 

mendapatkan 

kepuasan 

seksual akibat 

dorongan seks 

yang muncul, 

bisa dilakukan 

sendiri atau 

dengan 

bantuan orang 

lain. 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

3. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

4. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

5. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

6. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Apakah 

perilaku 

seks 

sesama 

laki-laki 

selalu 

berisiko 

menulark

an PIMS 

dan HIV? 

2. Apakah 

hubunga

n seks 

antara 

laki-laki 

dengan 

laki-laki 

selalu 

berakhir 

dengan 

hubunga

n anal 

seks? 

3. Sebagai 

seorang 

homoseks

ual, dasar 

apa yang 

membuat 

anda 

memilih 

untuk 

tertarik 

dan 
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melakuka

n 

hubunga

n seks 

dengan 

lelaki? 

 

5. TES 

HIV 

PADA 

ANAK 

HOMO

SEKSU

AL 

a. Hak 

anak 

dalam 

Tes 

HIV 

1. Permenk

es No. 21 

Tahun 

2013 

tentang 

Penangg

ulangan 

HIV/Aids 

Pasal 3: 

Pengaturan 

Penanggulang

an HIV dan 

AIDS 

bertujuan 

untuk: a. 

menurunkan 

hingga 

meniadakan 

infeksi HIV 

baru; b. 

menurunkan 

hingga 

meniadakan 

kematian yang 

disebabkan 

oleh keadaan 

yang 

berkaitan 

dengan AIDS; 

c. meniadakan 

diskriminasi 

terhadap 

ODHA; d. 

meningkatkan 

kualitas hidup 

ODHA; dan e. 

mengurangi 

dampak sosial 

ekonomi dari 

penyakit HIV 

dan Aids pada 

individu, 

keluarga dan 

masyarakat. 

2. Permenk

es No. 21 

Tahun 

2013 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

3. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

4. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

5. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

6. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Pada saat 

anak 

berperila

ku 

homoseks

ual, 

apakah 

affirmati

ve action 

atas hak 

kesehatan

nya 

masih 

berlaku 

dan 

melekat? 

2. Manakah 

instrume

n yang 

lebih 

didahulu

kan 

dalam 

pemenuh

an hak 

asasi 

anak; 

instrume

nt hukum 

ataukah 

instrume

n 

kesehatan

? Jika 

instrume

n 

kesehatan 

sebagai 

prioritas, 

bagaiman

akah 

pada saat 

pasien 

merupak

an pasien 

anak 

dengan 

perilaku 

 



216 
 

tentang 

Penangg

ulangan 

HIV/Aids 

Bab II 

Prinsip 

dan 

Strategi 

Pasal 4 

poin (b 

dan g): 

Poin (b): 

Menghormati 

harkat dan 

martabat 

manusia serta 

memperhatika

n keadilan dan 

kesetaraan 

gender. 

Poin (g): 

Melibatkan 

peran aktif 

populasi kunci 

dan ODHA 

serta orang-

orang yang 

terdampak 

HIV dan Aids. 

3. Permenk

es No. 74 

Tahun 

2014 

tentang 

Pedoman 

Pelaksan

aan 

Konselin

g dan Tes 

HIV 

Pasal 3 

ayat (3): 

Konseling dan 

Tes HIV 

Sukarela 

(KTS) 

sebagaimana 

dimaksud 

pada ayat (1) 

huruf b 

merupakan 

proses 

konseling 

sukarela dan 

tes HIV atas 

homoseks

ual? 

3. Beaucham

p and 

Childress 

(1994) 

menguraik

an bahwa 

untuk 

mencapai 

sebuah 

keputusan 

etik 

diperlukan 

dasar 

moral/mor

al 

principle 

yang 

memuat 4 

kaidah 

dasar 

moral, 

yakni 

(Beneficie

nce, Non 

Maleficie

nce, 

Autonomy 

dan 

Justice).. 

Bagaima

na 

pendapat 

Bapak/Ib

u/Anda 

dalam 

konteks 

pemenuh

an Hak 

Asasi 

Manusia 

pada 

pasien 

Anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 
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inisiatif 

individu yang 

bersangkutan. 

4. Permenk

es No. 25 

Tahun 

2014 

tentang 

Upaya 

Kesehata

n Anak 

pada 

poin 

Menimba

ng: 

Bahwa setiap 

anak berhak 

atas 

kelangsungan 

hidup, tumbuh 

dan 

berkembang 

serta berhak 

atas 

perlindungan 

dari kekerasan 

dan 

diskriminasi, 

sehingga perlu 

dilakukan 

upaya 

kesehatan 

anak secara 

terpadu, 

menyeluruh, 

dan 

berkesinambu

ngan. 

 b. Prose

dur 

Tes 

HIV 

pada 

anak 

dan 

anak 

homo

seksu

al 

1. Permenk

es No. 21 

Tahun 

2013 

tentang 

Penangg

ulangan 

HIV/Aids 

Pasal 10 

ayat (7) 

dan Pasal 

23 ayat 

(2): 

Pasal 10 ayat 

(7): Populasi 

kunci 

sebagaimana 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

3. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

1. Manakah 

instrume

n yang 

lenih 

didahulu

kan 

dalam 

pemenuh

an hak 

asasi 

anak; 

instrume

nt hukum 

ataukah 

instrume

n 

kesehatan
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dimaksud 

pada ayat (5) 

meliputi: (…) 

d. gay, waria, 

dan Laki 

pelanggan/ 

pasangan Seks 

dengan 

sesama Laki 

(LSL)…. 

Pasal 23 ayat 

(2): KTS 

hanya 

dilakukan 

dalam hal 

pasien 

memberikan 

persetujuan 

secara 

tertulis. 

2. Permenk

es No. 74 

Tahun 

2014 

tentang 

Pedoman 

Pelaksan

aan 

Konselin

g dan Tes 

HIV Bab 

3 A poin 

3 Sesi 

Informas

i Pra-Tes 

Pada 

Kelompo

k 

Khusus: 

Ada beberapa 

kelompok 

masyarakat 

yang lebih 

rentan 

terhadap 

dampak buruk 

seperti 

diskriminasi, 

pengucilan, 

tindak 

kekerasan, 

atau 

penahanan. 

Dalam hal 

tersebut maka 

4. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

5. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

6. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

? 

Manakah 

instrume

n yang 

lebih 

didahulu

kan 

dalam 

pemenuh

an hak 

asasi 

anak; 

instrume

nt hukum 

ataukah 

instrume

n 

kesehatan

? Jika 

instrume

n 

kesehatan 

sebagai 

prioritas, 

bagaiman

akah 

pada saat 

pasien 

merupak

an pasien 

anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 

2. Beaucham

p and 

Childress 

(1994) 

menguraik

an bahwa 

untuk 

mencapai 

sebuah 

keputusan 

etik 

diperlukan 

dasar 

moral/mor

al 

principle 

yang 

memuat 4 

kaidah 

dasar 
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perlu diberi 

informasi 

lebih dari 

yang minimal 

di atas, untuk 

meyakinkan 

informed-

consentnya. 

a) Perempuan 

Hamil (…) b) 

Bayi, Anak 

dan Remaja. 

 

moral, 

yakni 

(Beneficie

nce, Non 

Maleficie

nce, 

Autonomy 

dan 

Justice).. 

Bagaima

na 

pendapat 

Bapak/Ib

u/Anda 

dalam 

konteks 

pemenuh

an Hak 

Asasi 

Manusia 

pada 

pasien 

Anak 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 

 

 c. Tes 

HIV 

pada 

anak 

dalam 

persp

ektif 

Hak 

Asasi 

Manu

sia 

1. Permenk

es No. 

290 Th 

2008 

tentang 

Persetuju

an 

Tindakan 

Kedokter

an pada 

Pasal 

Pasal 13 

ayat (1): 

Dalam hal 

pasien adalah 

anak-anak 

atau orang 

yang tidak 

sadar, 

penjelasan 

diberikan 

kepada 

keluarganya 

atau yang 

mengantar 

(…) 

1. Ahli Hukum 

Hak Asasi 

Manusia dan 

Hak Asasi 

Anak. 

2. Kepala Dinas 

Kesehatan 

Provinsi Jawa 

Tengah/Kabid 

P2PL HIV dan 

Aids. 

3. Organisasi 

Penjangkau 

dan Merujuk 

tes HIV Lelaki 

Seks Lelaki. 

4. Ketua Ikatan 

Konselor HIV 

dan AIDS 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

5. Komunitas 

Pendamping 

Sebaya. 

6. Rumah Pelangi 

Indonesia/Per

waris 

1. Menurut 

Bapak/Ib

u/Anda, 

tes HIV 

pada 

anak 

apakah 

sudah 

memenuh

i hak 

asasi 

anak 

sebagai 

bagian 

dari hak 

asasi 

manusia? 

2. Menurut 

Bapak/Ib

u/Anda 

apakah 

tes HIV 

sudah 

memenuh

i hak 

asasi 

anak 
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2. Permenk

es No. 74 

Tahun 

2014 

tentang 

Pedoman 

Pelaksan

aan 

Konselin

g dan Tes 

HIV Bab 

II 

Penyelen

ggaraan 

Konselin

g dan Tes 

HIV: 

Penawaran tes 

HIV secara 

rutin di 

layanan 

kesehatan (…) 

mengingat 

masih adanya 

ketakutan 

akan stigma 

dan 

diskriminasi. 

Meskipun 

demikian, 

penting untuk 

ditekankan 

bahwa 

sekalipun 

berdasarkan 

inisiatif 

petugas, tes 

HIV tidak 

boleh 

dikembangkan 

menjadi tes 

mandatori 

atau 

memeriksa 

pasien/klien 

secara paksa 

tanpa 

menginformas

ikannya 

kepada 

pasien/klien 

terlebih 

dahulu. Model 

layanan 

tersebut 

dengan 

perilaku 

homoseks

ual? 

3. Menurut 

Bapak/Ib

u/Anda 

tes HIV 

yang 

seperti 

apa yang 

memenuh

i hak 

asasi 

homoseks

ual 

terkhusus 

hak asasi 

homoseks

ual anak? 
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menekankan 

kesukarelaan 

klien untuk 

datang 

mencari 

layanan dan 

dengan 

persetujuan 

(informed 

consent). 

Layanan yang 

dilakukan 

mengacu pada 

prinsip 5C 

(Informed 

Consent, 

Confidentialit

y, 

Counselling, 

Correct test 

results, 

Connections 

to, care, 

treatment and 

prevention 

services). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


